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Pasca Peningkatan

Dana Desa d1| DenpaSar

DENPASAR Penetapan dana desa yang : |

cukup tinggi pada APBD Perubaha Kota o o ; ok
Denpasar tahum 2015 i Rp: I § 3 g '_l : om 2 Tahun 201 ;
lebih dari sebelumnya di APBD in - \ Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
sar Rp 32 miliar lebih, tidak lantas metnbuaﬁ an: 1 Yang Bersumb:
beberapa desa lega atau yahagia sepenuhnya. - IREL e
Sebaliknya, beberapa pi desamengaku Te-i . - pfteee :

sah dan takut, lantaran sumber daya manusia
yang mas1h sangat: terba%as untuk mengelola
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Dae ah.menganggarkan dana desa 10 pe
dQ'I;dana nerlmbangan

danadesayang cukup besar tersebut. Ditam-
bah lagi dengan waktu yang mepet s ¥
4 Baca Desa... Hal 31

PP 43/2014, pasal 00 nunaan Belanja Desa i ot
berdasarkan proporsi, 70 persen dari APBDe s digunakan
t k mendanai penyelenggaraan pe merin
!W!fz -n de '5" mo u
*%i»wm :
‘ ndesa'pel’a gkat
esh, 0 -- al, tun;angan BPD, dan insentif RT/RW.
ﬂ__zg pasal 27: Jika terjadi SILPA pada dana d de
Il'm- da akhir anggaran tahun sebelu
sanksinya adalah, penundaan penyaluran dana |
| tahap | anggaran berjalan. Dan apabila terus terjadi SILP.
. mal ka akan ada pemotongan sebesar SILPA dana desa

 pada tahun am_argn berikutnya.
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Pemkog Belum

‘Sambungan dari ﬁa[ 21

Pengenaan sanksi administra-
tif bagi desa jika ada SILPA (Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran)
berdasarkan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahm Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa
dari APBN juga menjadi bayang-

m DESA... L

bayang menakutkan bagi desa.
Apalagi dalam pasal tersebut
ika terjadi SILPA.

menyebutkan ji
yang besarnya lebih dari 30 pers-
en, maka ancamannya adalah
penundaan penyaluran dana
desa pada tahun selanjutnya.

‘Dan, bilapada tahun berjalan ter-
jadi SILPA lagi lebih dari 30 pers- -

en, makaancamannyadanadesa
tahun berikutnya dipotong sebe-

sarSILPApada berjalan.
Maksudnya, ji dltdhun20_151m
danadesa terjadi SILPA lebih dari

30 persen, maka pencairan dana
desa pada tahap I (April) di tahun
2016 ditunda. Nah, kalau ditahun
2016 itu terjadi SILPA lagi lebih
dari 30 persen dana desa, maka
danadesaditahun2017dipotong
sebesar SILPA-nya.

* Belum lagi waktu yang teramat

singkat yakni empat bulan sejak
ditetapkan pada APBD Peru-
bahan, Jumat lalu (31/7), juga

menjadi pertanyaan beberapa

desa, apakah mampu pihakdesa
‘menyerap anggaran sebesar

itu?. Ditambah jliga dengan ke-
wajiban desa, yakni jika ada pro-
gram pembangunan desa lebih
dari Rp 200 juta harus melalui
pelelangan (tender) yang cukup -
memakan v yakniminimal

~ dua sampai tiga bulan.
Lebih lagi, jika esadlwa)ibkan'
lq RPJM Desa, .

untuk me
RKP, dan APBd‘ s yang dirasa
desaakanmemakancukupmk—
tu lama. Hal ini pula menjadi

- keluhan bagi desa yang ada di

Kota Denpasar untuk melaku-

- kan tindakan lebih lanjut. |

Tidak sampai disana, kesulitan
desa juga terjadi ketika meny-
usun program-program yang
menyentuh langsung ke mas-
yarakat, terutama program-pro-
gram pembangunan yang akan

* sangatmen .Ditambah
beberapa desa berada di
‘tengah Kota Denpasar yang

~ wilayahnya sebaglan dibangun -
" dari dana APBD langsung; lalu

manayangakan menjadi bagian

- pembangunan desa? Desa pun

kebingungan. - |

Hal tersebut dibenarkan Kepala
DesaDauh Puri Kangin Denpasar
Ida Bagus Ngurah Sucarma. Ke-
pada koran ini, Sucarma merasa
kebingungan dan harus mempe-
lajari petunjuk pelaksanaan pen-
galokasian dana desa tersebut.

“Kami terus terang kebingun-

gan, karena pembangunanyang’

kami akan rencanakan sudah

r dikapling semua oleh pemerin-

erwah

tahdaerah. Lalu, apayangharus
kami bangun. Kami juga harus
berpikir ulang” terangnya.

Ia mengakui jika dana desa
tersebut baik untuk masyarakat.
Tetapi, lanjut dia, di satu sisi
, bihaknya juga harus berpikir
agar dana tersebut mampu
terserap dalam waktu sesingkat
ini. “Persoalannya kami ada di

- tengah kota. Kalau kami berada

di pinggir kota, masih mend-
ing, penyerapan dananya pasti
akan lebih bagus. Itu pun kalau
sumber daya manusianya juga
mendukung,” terangnya.

- Kebingungan juga dirasakan

 Kepala Desa Sumertha Kelod
I Gusti Ketut Anom Suardana.
' Dia juga merasakan hal yang

sama, yakni ketakutan ka-

lau pihaknya tidak mampu

menyerap anggaran yang san-
gat besar tersebut dalam jang-
‘kaempat bulan. “Ya, siap tidak
siap, harus siap,” terangnya.

Anom Suardana mengatakan,
pihaknya pasrah dan akan men-
jalani apa yang ditugaskan se-
suai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang
berlaku. Ditanya, tidak takut
jika nanti harus berurusan den-
gan hukum jika ada kesalahan
pengelolaan dana desa, ia tidak
berani menjawab. “Jadi silakan
nanti komunikasi dengan ketua
forum kepala desa untuk lebih
jelasnya,” ujarnya.

- Dihubungi terpisah, Ketua

Edisi
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Forum Kades dan Lurah se-Kota

Denpasar Ida Bagus Bima Putra
mengakuy, jika pihaknya juga
masih kebingungan tentang
pengelolaan dana desa terse-
but, terutama ketika membuat
perencanaan program. “Jadi,
amanat peraturan pemerintah
ituggkamiharus ikuti. Apala-
g, i diharuskan pemerintah
daerah Denpasar untuk mer-
ancang anggaran perubahan di
desa,” terangnya. 5

Apalagi menurut Bima Putra,
desa harus mengelola tiga sum-
ber dana desa yang membuat
pihaknya harus memutar otak,
mengingat dana tersebut cukup
besar. “Kami harus belajar ulang
dengan waktu yang singkat

ini. Walaupun kami memang

siap saja mengabdi untuk mas-
yarakat, tetapi risikonya perlu
juga kami antisipasi dengan
prinsip kehati-hatian,” tegas pria
juga Kepala Desa Kesiman

Ke guini. ' L
Sementara itu,
(Kabag) Keuangan Setda Kota
De! IMade Widraberalasan
pencairan dana desa tersebut
karena amanat dari Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desauntuk mengalokasikan
dana desa tersebut. Kalau dana
desa ini tidak digelontorkan
kepada desa, katanya, Pemkot
Denpasar bisa terkena sanksi ad-
ministratif dari pemerintah pusat

berupapemotonganalokasidana

_ mewajibkan bagi da
- galokasikan :

Kepala Bagian lebih,

perimbangan paqa
ran berikutnya. = i
- “Untuk bantuan keuangan ke
desa, UU Nomor 6 Tahun 2016,
garan dalam
bentuk alokasi‘dana

bes

- Iamenilai, peng: dana
desa tersebut juga sudah diatur
berdasarkan Per. Pemer-

naan Undang-Undang Nomor .

6 Tahun 2014 Tentang Desa,
- danteknisnya selanjutnya diatur

melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 201
Perubahan Atas Pera

' pada perubahan yang wak-

tunya cukup singkat untuk

- proses penyerapan angga-

- ran terutama di desa? Widra
- menjawab lagi-lagi alasannya

. karena amanat yang tercan-
”‘;{tum dalam regulasi yang ada.
_ “Kenapa baru di perubahan?

Karena memang pada APBD
Induk 2015, kami masih gon-
jang-ganjing mengenai desa
‘mana (antara desa dinas dan

- desa adat, Red) yang harus

disahkan di Bali,” kilahnya.
Dana desa, jelas Widra, be-
rasal dari tiga sumber yang
ada, yakni alokasi dana desa
dari Kementerian Keuangan
(APBN), dana dari APBD Pe-
merintah Kota Denpasar, dan’
dari Pembagian Hasil Pajak
Retribusi (BHPR). “Jadi bukan

. semata-mata kami ingin men-

ganggarkan begitu saja. Tetapi

- ada dasar yang melatarbe-

lakangi,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepa-
la Badan Pemberdayaan Mas-

' yarakat dan Pemerintah Desa

Kota Denpasar I Made Merta-
jayamengaku, pihaknya sudah
siap mendampingi desa dalam

pelaksanafin dana desa terse-
but. Lalu, bagaimana dengan
desa? Ia pun optimistis bahwa
desa tetap bisa menjalankan.
Disinggung dalam Pasal 12
Ayat6 PP 22/2015 menyatakan
bahwa kepala daerah diwajib-
kan membuat peraturan bupa-
ti/wali kota tentang tata cara
pembagian dan penetapan rin-
cian dana desa setiap desa, ia
pun mengakui hingga saat ini
belum ada peraturan wali kota
yang mengatur tentang hal
tersebut. Alasannya, perwali
(itu harus menunggu regulasi
-di atasnya berupa Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
“Karena kami juga harus
menunggu Permendagri yang -
_hingga saat ini belum ada men-
gatur tentang ketentuan itu.
‘Jadi, aturan dari daerah men-
genai tata cara itu akan meny-
usul,” imbuh dia memungkasi.
(hendri harliawan/yor)
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PASAH S RIRIT e
Butuh Rp 16 Mlha Dlrehab 2016

SERIRIT - Pasar Tradisional Seririt yang sempat terbakar
pada Juli 2014 lalli diagendakan diperbaiki pada 2016 men-
datang. Kini Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Buleleng, telah
mengajukan rencana pengadaan detail engineering design
(DED)kepadaUmtIayanan;Pen daan(ULP), sehmggaDED
renovasi pasar dapat segera diseles;

Tender pengadaan DED itu telal djmasukkan ke ULP se-
jak sebulan lalu, nilainya Rp 28 juta. Tender DED sengaja
dilakukan lebih awal, dengan pan tender rehabilitasi
Pasar Seririt dapat dil akhir tahun mendatang, dan
rehabilitasi sudah bisa dimulai pada 2016. :

Dirut PD Pasar Buleleng Putu Gede Satwika Yadnya
mengatakan, sesuai dengan hasil uji blok Konstruksi dari
Politeknik Negeri Bali (PNB), struktur bangunan Pasar Tr-
adisional Seririt masih bisa digunakan. ”Yang perlu diganti
itu rolling door dan atap baja ringan. Kalau tiang betonnya,
masih bisa digunakan. Itu h asil penilaian tim independen,
yal ungkap Satwika, kem & I

¥

-

usunan DED rehabilitasi Pasar
Tradisional Seririt diperkirakan membutuhkan waktu
relatiflama. Karena'; pemenang tender harus mempelajari
nyampaikan hasil kajian
Pasar B ele g, hingga akhirnya nanti

DED kepada PD
dljadikan dokur

3 ‘Satwika me atakan PD Pasar Buleleng
ide instansi terkait, termasuk

B uleleng Pui Suradnyana, untuk men-
gajukan proposal bantuan kepada Pemprov Bali.

"Tetap kami usulkan pada tahun anggaran 2016. Hara-
pannya kan awal tahun smdah bisa dikerjakan, karena
rehab bangunan perlu w ebih lama. Beda dengan
membangun baru,” imb nyJ (eps/djo)

Edisi ' Sanih, 1O Aclmséuf 20(S
Hal . 29
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IN DEPTH

SOSIALISASI:
Kementerian
Keuangan RI
~_menggelar sosialisasi
- terkait pelaksanaan |
dana desa di hadapan
kepala desa se-Kota
Denpasar, Rabu (5/8)

ADRIAN suwmmrwwum :

Turpn ‘;agl qzl Tahun 2016

GELONTORAN dana desa begitu be-
sar tersebut mendapat kritik tajam dari
kalangan anggota DPRD Kota Denpas-

Hal tersebut dlungkapkan Wakll saat ini pengalokas1an dana desa.
etua DPRD Kota Denpasar Wayan tersebutmsxhdalammasapercobaan

' ariana Wandira. Dia mengatakan, “Jadi, wajar ketika kami memberikan
ar. Apalagi, peningkatan danadesaini pengalokasian dana.desa yang begitu al terhjﬂap pnggaran :
mendekatimomen pemilihanwalikota besar di Kota Det ipasar apalagi saat desa tersebutafnlaguwflang ;
dan wakil wali kota Denpasar, sehingga APBD Perubahan, bukan persoalan da Kota Denpasar &
dlkhawatu'kan rawan penyefewengan etu]u atau tidaknya, %elamkan Qada : % » Baca ‘ﬁirun Hal 31

Rm ian Dana

Desa Kesiman Petilan

Desa Kesiman Kertalang
Desa Sumerta Kaja
Desa Su erta ‘Kauh :

- Desa Pemecutan Kelod
Desa Dauh Puri Kauh
Desa Dauh Puri Kelod
Desa Da uh PUn Kangin

P utan Kz a
De Dauh Puri Kaja
Desa Ubung Kaja
D o

angan Kaja '

Edisi @ Sepip, IO Ac[ms{us Zo(S
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Ean pe

Iﬁlyaannya adalah apa siap aparau*r;
desa mengelola dana sebesar itu?,” ujarnya. =

Walaupun menurut Wandira pengalokasian
‘dana desa tersebut sudah diatur berdasarkan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43

‘Tahun 2014, tetapi seharusnya menurutnya,

Kota Denpasar memikirkan dulu kesiapan dari
nmasing-masing desa. “Yang menjadi krus1aldan1‘
sangat fatal adalah aturan t vkrus pelaksanaan
anggaran desa itu hingga saat ini belum ada
aturan tekms yﬁng jelas,” tegasnya.

| r;ga ada Kepentingan Politik,

Ia mengungkapkan, plhaknya bukan ingin
enghalangi dana untuk desa, justru bersyukur
Ec‘angan besarnya dana untuk desa tersebut. Akan
tapi menurutnya, yang patut dipertanyakan ada-
lah kenapa baru dianggarkan di APBD perubahan.
Apalagi momennya saat ini, Kota Denpasar akan
ada plkada. “Jangan salahkan kami, jika kami
curiga ada kepenungan politis,” terangnya. -~
Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua Fraksi
Partai Demokrat AA Susruta Ngurah Putra.
Yang menarik, Susruta mengungkapkan, pada
jawaban KUA PPAS 2016 yang ditandatangani oleh
Sekda Kota Denpasarlangsung tertanggal 9 Juli2015,

"dana desa justru akan menurun jika dibandingkan

dengan APBD Perubahan tahun 2015. (hgn/yor)

Edisi

Hal

' Senin, 10 ﬂ?uséw 20(s
3




